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PUTUSAN
Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan perkara Cerai Gugat antara;
Lilis Hanifah binti Saumin, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pembantu
Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di rumah orang tuanya (Bapak Saumin) di
Dusun Doro RT002 RWO003, Desa Tanjungsari,
Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, sebagai
Penggugat
melawan
Anton bin Wartono, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun
Kayen RT004 RWO012, Desa Tuko, Kecamatan
Pulokulon, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2024
telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Purwodadi dengan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 10 Januari
2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten
Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor :
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0197/39/V/2017 tanggal 22 Mei 2017;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun Kayen RT004 RWO012,
Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan selama 5 tahun
11 bulan (hingga April 2023);

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah
dikaruniai 1 orang anak bernama Cantika Stevania binti Anton, NIK:-,
tempat dan tanggal lahir: Grobogan, 10 Juni 2018, umur 5 tahun, agama
Islam, pendidikan TK, jenis kelamin perempuan, kini berada dalam
asuhan Tergugat;

4, Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Februari tahun 2023,
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah
dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan
nafkah yang layak kepada Penggugat dan hanya bisa memberikan
nafkah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap satu
hari sekali sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih
kekurangan;

5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak April 2023,
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua
Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9
bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik
lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut
diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga
dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan
gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit
didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun
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1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat

ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul

atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Purwodadi Cg. Majelis Hakim yang menangani perkara ini
berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut :
PRIMAIR;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Anton bin Wartono) terhadap

Penggugat (Lilis Hanifah binti Saumin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR;
dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas)
Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat — alat bukti berupa :
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A. Surat;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315076104020001, yang
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kradenan Kabupaten
Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0197/39/V/2017 tanggal 22
Mei 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
(Bukti P.2);
B. Saksi;
1. Sumini binti Supardi, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah orang tuanya (Bapak Saumin)
di Dusun Doro RT002 RWO003, Desa Tanjungsari, Kecamatan
Kradenan, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya
menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
yang menikah sekitar tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah
terakhir hidup rukun di rumah bersama dan telah dikaruniai
seorang anak ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Penggugat sering
tengkar masalahekonomi yaitu Tergugat tidak bias memberikan
nafkah kepada Penggugat dan anaknya secara layak ;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri
sampai sekarang telah 9 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah
saling berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil ;
2. Parjo bin Parmin umur 54 tahun, Agama lIslam, pekerjaan Petani,
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tempat tinggal di Dusun Ndoro RT001 RWO3, Desa Tanjungsari,
Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah
sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
yang menikah sekitar tahun 2017,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah
terakhir hidup rukun di rumah bersama dan telah dikaruniai
seorang anak ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Penggugat sering
tengkar masalahekonomi yaitu Tergugat tidak bias memberikan
nafkah kepada Penggugat dan anaknya secara layak ;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri
sampai sekarang telah 9 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah
saling berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan
selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang—
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan
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Undang—-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang—orang yang
beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat
adalah karena sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan
masalah ekonomi, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini
adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-daliinya Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan
aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka berdasarkan Pasal 7
Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing
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dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan
dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di
bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar
sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Penggugat dihubungkan
dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum
dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah
dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak Februari 2023 ;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, dimana
Penggugat telah pergi meningggalkan Tergugat;

4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk
menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat
dikatakan pecah (broken marriage) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering
bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
disebabkan masalah ekonomi, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak
dapat lagi membangun komunikasi yang efektip dan tidak dapat menghindarkan
diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para
pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak............ , dimana Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus

merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab
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apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam
batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa
suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam
jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada
harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak
Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun
Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk
menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis
Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al
Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah
tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian
adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan
kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat
Sayyid Sabig dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz Il, halaman 290 dan mengambil

alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:;

ane gl V1)) e 7)ol ool ) ) 21 e s T e gl
N L — rd
el o 82l oo

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan
hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan

hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in
shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk datang di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain Suhgra Tergugat (Anton bin Wartono)

terhadap Penggugat (Lilis Hanifah binti Saumin);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Jaenuri,
M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Adhim, M.H. serta masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaenuri, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Drs. Abd. Adhim, M.H. Farhan Munirus Suaidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Mahsun

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran R  30.000,0
p 01_
2. Proses R  75.000,0
p 01'
3. Pemang Rp 450.000,00,-
gilan
4. Biaya Rp 20.000,00,-
PNBP
Pemanggil
an
5. Redaksi Rp 10.000,00,-
6. Meterai Rp 10.000,00,-
7. Biaya Rp 100.000,00,-
Sumpah
Saksi
Rp 695.000,00,-
J
u
m
I
a
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